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ABSTRAK
RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR
TENTANG HAK POLITIK DAN HUKUM
DENGAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)

Diskursus tentang Hak Asasi-Manusia termasuk di dalamnya hak
politik dan hukum seringkali dijadikan sebagai isu-isu sensitif dan faktual
beberapa dekade terakhir ini, sciring dengan proses demokratisasi yang mcwabah
di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kepedulian mengenai.Hak Asasi
Manusia dalam kurun waktu perjalanan scjarah ketatancgaraan Indonesia semakin
nyata dan semarak setelah gelombang reformasi tahun 1998. Dengan Ketetapan
MPR . No. XVII/MPR/1998 dijadikan sandaran hukum bagi terlaksananya
penghargaan yang tinggi terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Kemudian
secara bertahap pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang HAM termasuk hak politik
dan hukum telah diamandemen untuk pertama kalinya hingga empat kali. Wacana
tentang 1lak Asasi Manusia khususnya hak politik dan hukum juga mendapatkan
pembahasan tersendiri dalam Hukum Islam (Figh Siyasah).Sayyed Hossein
Nasr,salah satu pemikir Islam abad ini merupakan sosok yang cukup banyak
memberikan kontribusi dalam pemikirvan tentang hak politik dan hukum dari sudut
pandang Islam. Olch karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian untuk
melihat relevansi pemikiran Nasr tersebut dengan UUD 1945 pasca amandemen
dengan meclihat  bagaimana konsepsi hak politik dan hukum dalam pemikiran
Nasr disatu sisi serta UUD 1945 disisi yang lain sckaligus mengeksplorasi
Theoretical Construction yang digunakan Nasr dalam merumuskan konsep hak-
hak politik dan hukum tersebut?

Penclitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka dan pemikiran,
sifat penclitian ini adalah deskriptif-analitik serta eksploratif. Penulis bermaksud
mendiskripsikan konscp, pengertian 1lak Asasi Manusia terutama hak politik dan
hukum, kemudian juga mendeskripsikan dan mengeksplorasi konsep Hak Asasi
Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 agar menjadi suatu narasi
dengan menguraikan sceara teratur  variabel-variabelnya  dilanjutkan  dengan
mencari titik relevansi keduannya tanpa bermaksud membandingkan (komparasi),
singkatnya bagaimana membacakonsep hak politik dan hukum dalam UUD 1945
pasca apandemen . dengan ' pémikiran /Nasr.Penulis  berkesimpulan  bahwa
karakleristik universal Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak politik dan
hukum yang ditawarkan Batat yang antroposentris, lidak sclamanya aplikable dan
relevan disemua peradaban; bangsa-dan ‘masyarakal, tcrutama jika dihadapkan
pada dunia Islam dan oricntal. Sclldakny'l dengan mcngelaborasi konsep hak
politik dalam pemikiran Nasr dan juga UUD 1945 pasca amandemen, kita akan
melihat beberapa perbedaan terscbut. Nasr scbagaimana UUD 1945 pasca
amandemen berpandangan bahwa hak politik dan hukum dibimbing olech wahyu
(realitas  transenden), penggunaannya harus  diletakkan dalam rangka
tanggungjawab baik kepada Tuhan maupun kepada scsama manusia serta dibatasi
olch hak-hak masyarakat atau orang lain. Harapan penulis, penclitian ini berguna
bagi civitas akademika, aktivis TIAM, politisi dan masyarakat umum.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang df;)ukzli dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama daﬁ Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor:  158/1987  dan
0543b/U7/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
! alif - -
B q R bl_ o e W t_) - b,c__ R
o ta t e
- sa S ¢s dengan titik di atas
z Jim J Je
“'—'"M’““;“'w - ha h g ha dengan titik di bawah
z kha kh ka — ha
2 dal d de
3 zal | z zet dengan titik di atas
o ra | r er
5 zai z zel
o sin s cs
o syin Sy cs —ye
o sad S es dengan titik di bawah
Ue | dad d de dengan titik di bawah
BN ‘ ta t | te dengan titik di bawah
o) za z zet dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas




¢ ghain ¢ i
- fa f ef
3 gafl q ki
J kaf k ka
J lam I el
e mim m cm
J nun n en
3 wau W we
-4 ha h ha
¢ hamzah 4 apostrof
S ya' i ya
B. Vokal
a. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama '~ Huruf Latin Nama
_________ Fathah : a A
Kasrah i i I
i
_____ . Dammah j u U
i

X

\




b. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin ‘ Nama
2 IFathah dan ya Al A—i
5 Fathah dan wau Au A~u
Contoh :
S —Kaifa " Jdss —haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda Nama Huruf Latin | Nama’
| IFathah dan alil a a dengan garis di atas
: Fathah dan ya a a dengan garis di atas
=
Kasrah dan ya T i dengan garis di atas
B :
. Dammah  dan i u dengan garis di atas
3 ya :
Contoh :
Ja gala Js gila
—> - - —P =
= ramu Jsh yaqitlu
5 —

Ta' Marbutah

a. Transliterasi ta" marbutah hidup adalah "t".

b. Transliterasi ta' marbutah mati adalah "h".

¢. Jika ta" marbuwtah diikutickata yang menggunakankata sandang " " ("al-"),
dan bacaannya ‘terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan

dengan "h".

Contoh :
JubaYt L g —>  raudatul atfal atau raudah al-aifal
1 55l dinall —» al-Madinatul Munawwarah atau
al-Madinah al-Munawwarah
sl —>»  al-Mudinah al-Munawwarah



=

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi svaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,

baik ketika berada di awal atau di akhir kata.
Contoh :
J nuzzala

J5
Sl al-hirru

Kata Sandang "J\"

Kata sandang " " ditranslitcrasikan dengan "al" diikut  dengan Kata

penghubung " — ", baik ketika bertemu dengan huruf” qomariyah maupun

syamsiyah.
Contoh :
Hlall . al-galamu
el as-syamsu
—
Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huraf kapital, tetapi dalam transliterasi
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan scbagainya seperti
ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak
ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.
Contoh :

Jge ) Y 2analag Wama Muhammadun illa rasul
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang [Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak
politik dan hukum seringkali dijadikan scbagai isu-isu sen;itif dan faktual
terutama dalam beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan proscs demokratisasi
yang mewabah di berbagai belahan bumi ini. Tidak terkecuali Indonesia, yang
konon merupakan ncgara demokrasi terbesar ketiga setclah Amcerika dan India
tidak luput dari isu-isu tersebut dalam praktik kenegaraan. Kepedulian mengenai
Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu perjalanan scjarah ketatancgaraan
Indonesia semakin nyata dan semarak setelah gelombang reformasi tahun 1998.
Setelah peristiwa yang fcnomenal tersebut scakan terbuka wacana baru tentang
dcmokra.tisusi di bidang kchidupan kencgaraan yang berbeda dibanding cra
sebelumnya dimana kepedulian mengenai hak-hak politik dan hu‘kum hanya
scbatas wacana yang tidak ada juntrungannya, tanpa ada upaya mencrapkannya.
Pendck ‘kata sebelum rcformasi pemahaman mengenai hak-hak politik dan hukum
hanya scbatas pada ilmu pengetahuan tanpa praktik yang nyata. Pemasungan hak-
hak kebebasan berbicara, menyampaikan kritik' dengan pemerintah, tertutupnya
kran partisipasi social-politik dan hukum, peradilan yang jauh dari keadilan
merupakaﬁ segudang contoh permasalahan ini ketika rejim Orde Baru

menancapkan kckuasaannya sclama lebih dari scperempat abad.



Terkait dengan kesadaran ini, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
didalam konsideran menimbang “menyatakan”, bahwa Bangsa Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia yang
termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perse,‘r'ikat;m Bangsa-
Bangsa scrta scbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak  Asasi
Manusia.! Akhirnya, Ketetapan MPR ini menjadi sandaran hukum bagi
terlaksananya penghargaan yang tinggi terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia.
Kemudian sccara bertahap pasal-pasal dalam UUD 1945-tcnlang HAM telah

diamandemen.?

Secara historis dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD
1945) pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari
cksistensi idcologi ncgara, Pancasila yang sckaligus menjiwai UUD 1945, Kelima
sila dalam Pancasila, menurut Abdul Karim, sebenarnya tclah mencakup konsep

HAM yang dimaksudkan dalam piagam PBB.?

Asumsi ini dapat dipahami mengingat sebagai scbuah ideologi bangsa,

Pancasila tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi ia hadir dari rcalita

' B. Restu Cipto Hlandoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan hak Asasi
Manusia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), him. 278.

2 Ketetapan MPR yang berujung pada amandemen UUD 1945 tersebut diikuti dengan
dihasilkannya UU No. 39 Tahun 1999, pada hakckatnya mcrupakan undang-undang yang
dibentuk dengan cara mempersatukan pemahaman sifut universalitas dan sifat kontekstualitas dari
HAM. Silat universalitas dari Hak Asasi Manusia mengandung dimensi individualistik, scdangkan
sifat kontekstualitasnya mengandung dimensi  budaya yang berlaku di sualu  komunitas
masyarakat. Undang-Undang ini mecrupakan konsckucnsi praktis dari Pasal 281 ayal (5)
Amandemen UUD 1945 scbagai peraturan perundang-undangan bagi pelaksanaan pencgakan Hak
Asasi Manusia.

Y MLAbdul Karim, Menggali Muatan Pancasila Dalum Perspektif Istam, (Yogyakarta:
Surya Raya dan Sunan Kalijaga Press, 2004), hlm.70.



scjarah dan semangat zaman yang melingkupinya.® Olch .karcna itu, muncul
pertanyaan mendasar, mungkinkah filosofi yang mendasari konsep Hak Asasi
Manusia dalam konstitusi dan idcologi bangsa Indoncsia sclaras dengan nilai-nilai
HAM dalam perspektif Islam (dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran
oleh Sayyed Hosscin Nasr), karcna berbeda dengan konsep HAM dalam ideologi
Liberalisme maupun Komunisme? Padahal sebagaimana dikatakan Abdul Karim,
Hak Asasi dalam Islam adalah hak yang dibimbing olch wahyu,” dan termaktub
dalam Al Qur’an yang bahkan turun pada tahun 630 M tclah mendahului sebelas
abad scbelum David Hume mempopulerkan  humanisme. Sciclah melihat
keterkaitan filosofisnya, kita tentu akan bertanya bagaimana dengan materi dan
substansi Hak Asasi Manusia terutama terkait hak-hak politik dan hukum yang
dijabarkan dalam pasal-pasalnya terutama setelah mengalami amandemen, apakah
relevan dengan pandangan Islam menurut Nasr?

Scjak  semula  hak kebebasan  berpendapat dan mengeluarkan
pernyataan telah dikenal dalam Islam. éudah merupakan tradisi dikalangan
sahabat untuk bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah yang berkenaan
dengan perintah Tuhan yang diwahyukan kepadanya: Manakala Nabi menyatakan
bahwa dirinya tidask mendapatkan perintah Tuhan, maka para sahabat bolch

menyakana pendapatnya dengan bebas terkait masalah itu.

* Ibid, hlm.xi-xii. Pancasila telah mampu menjadi ideologi alternatif ditengah pertarungan
anlara Kapitalisme dan Sosialisme. Scbagaimana ditcgaskan Sockarno bahwa Kapitalisme dan
Sosialisme tidak mampu mewujudkan kescjahteraan sosial atas dasar kesamaan derajat dan
kemanusiaan. Declaration of Independence maupun Manifesto Komunis tidak hanya gagal dalam
mclakukan perwujudan persamaan hak atas kemanusiaan, akan tetapi dalam pandangan Sockarno
keduanya justru menjadi biang kerok ketegangan antar bangsa di dunia. Maka sccara tegas
Sockarno mengajak bangsa-bangsa di dunia untuk mcrujuk Pancasila scbagai ideologi yang
mampu menjadi pemersatu, bukan pemecah belah keragamaan scbuah bangsa.

3 1bid, him.71.



Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan juga dijamin |

dengan lembaga syura’, prinsip musyawarah ini sangat penting aalaln Islam,
setiap pemerintahan Islam berkewajiban bermusyawarah dengan rakyat dalam
mengambil  keputusan  mengenai  urusan-urusan  penting.bila  kebebasan
berpendapat dan mengeluarkan pernyataan dibatasi dan ditindas dengan berbagai
cara, dan rakyat dipaksa berpikir dan berbicara dengan berbagai cara yang

diinginkan penguasa, maka lembaga syura menjadi tidak berarti.’

Berdasarkan realita itulah penulis mencoba melakukan sebuah analisa,
bagaimana konscp Hak Asasi Manusia UUD 1945 terkait hak politik dan hukum
yang sccara historis adalah manifestasi produk masyarakat dan bangsa Indonesia
yang notabenenya adalah plural, tidak hanya Islam, atau dengan kata lain para
perumus saat itu sampai dengan amandemen sckarang merepresentasikan
konfigurasi berbagai agama dan kepercayaan penulis sintesiskan dengan
pemikiran Sayyed losscin Nasr yang secara gencalogis, perspektif pemikirannya
berangkat dari ranah Islam (Tradisionalisme Islam)? Akankah tcrdapat relcvansi
(titik temu) nya? Terlebih ketika bangsa dan negara Indonesia terus diuji oleh
berbagai  peristiwa. yang  tidak  dapat dilcpaskan dari -konicks HAM dan
demokratisasi sciclah harpir sciengah abad dalam ¢engkeraman rejim yang tiranik,
seperti penangkapan para aktivis, pembredelan ‘media massa, intervensi dan

intimidasi, diskriminasi hak-hak politik dan scbagainya.

F)
® Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum [slam Jilid 2, Jakarta: lchtiar Baru van [loeve,
1997.him.497. .

B



Alasan penulis memilih Sayycd. Hosscin Nasr adalah karena secara
pribadi penulis mengagumi sosok Nasr yang berangkat dari tradisi Syiah akan
tetapi pemikirannya melintasi dimensi scktarianisme, Nasr adalah scorang filosof
Muslim terkemuka dewasa ini yang namanya telah diabadikan sebagai filosof
abad ini dalam scrial The Living Philosopher. Nasr adalah seorang intelektual
yang gigih mengusahakan Fides Quarents Intellectum’ untuk menjelaskan Islam
yang scbenarnya (autentik) ditengah situasi pasca tragedi |1 Scptember 2001 yang
cenderung terutama pers Barat yang berprasangka menggambarkan Islam sebagai
agama kckcrasan, yang diidentikkan dengan terorisme, memasung Tlak Asasi
Manusia serta jauh dari nilai humanisme universal. Hingga saat ini puluhan karya
dan pemikiran Nasr telah ikut mewarnai dinamika keilmuwan di belahan Timur
(Islam) maupun Barat. Mclalui karya monumcntalnya The Heart of Islam, pesan-
pesan universal Islam untuk kemanusiaan. Akhirnya melalui buku ini serta karya
Nasr lainnya penulis bermaksud menelaah relevansi pemikiran Nasr dengan UUD
1945 pasca amandemen tentang Hak Politik Dan Hukum sebagai persyaratan
menyclesaikan studi di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Univcrsitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Scdangkan alasan penulis memilih hak politik dan hukum, mengapa
bukan hak yang lain atau IHak Asasi Manusia sccara kescluruhan karena secara
akademik terdapat pcmisahan obyck kajian ilmiah (yang meskipun menurut

penulis tidak rigor dan sangat cair, mengingat beberapa ahli Hukum Tata Negara

7 Istilah pada ‘abad pertengahan yang pada awalnya diformulasikan olch St Agustinus,
kemodian dipopulerkan St Asclmus yang berarti iman yang mencari pengertian (Maith Seeking
Understanding), singkatnya bagaimana iman dibaca olch rasio, scperti kasus bagaimana akal
mengetahui Allah? dan scbagainya.



juga memasukkan pembahasan 1AM sccara umum kedalam bidang tersebut)®
antara Hukum Tata Negara dengan disiplin lainnya. Pembahasan mengenai Hak
Asasi Manusia secara umum lebih tepat jika kita kaji dalam ranah social-
humaniora, sementara itu, pcmbahasan mengenai hak politik dan hukum dapat
dikategorikan dalam aras Hukum Tata Negara. Alasan sclanjutnya adalah agar
lebih memfokuskan pembahasan penulisan ini, penulis khawatir akan terjadi
perluasan dan justru tidak focus apabila dikaji Hak Asasi Manusia secara

keseluruhan.

Penclitian tentang hak politik dan hukum ini sccara akademis berpijak
pada rcl-rel objek kajian Hukum Tata Negara dimana salah satunya membahas
tentang hubungan antara warga Negara dengan Negara termasuk Flak Asasi
Warga Negara,” mengingat kapling akademikjurusan Jinayah Siyasah tidak dapat
dilepaskan dari Hukum Tata Negara. Apabila kita berpijak dari pcngertian Hukum
Tata Negara yang merupakan sckumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak
tertulis 'yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut Negara, dimana
pengaturan tersebut meliputi hubungan antara negara dan warga negara dengan
HAM maka pengkajian tentang hak-hak politik. sangat relevan apabila kita
berangkat dart framc dan objck kajian dan definisi l-lukuﬁ Tata Negara tersebut.
Sclain itu, dalam Tigh-Siyasah pembahasan mengenai hubungan warga negara dan

ncgara menjadi  fokus kajian  Figh Durturiah. Tentunya kcterbatasan  dan

$ Sclcngkapnya lihat penjelasan B Hestu Cipto Handoyo, Sochino dan sebagainnya.

? Objek kajian lainnya dari I'TN adalah bentuk dan susunan alat-alat perlengkapan
negara, wewenang, fungsi, tugas dan tanggung jawab alat perlengkapan negara serta hubungan
antar alat perlengkapan ncegara terscbut.(B. Hestu Cipto landoyo, Hukum Tata Negara,
Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Yogyakarta, 2003, hlm.16-17)



kemanusiaan penulis menjadi alasan yang sah untuk meminta maaf sebelumnya

Jjika penulisan ini jauh dari kesempurnaan.
B. Pokok Masalah

Untuk memformulasikan pokok;pokok pikiran dalam mengungkapkan
berbagai pertanyaan yang muncul dan melatarbelakangi penulisan ini, penulis

merumuskan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

. Bagaimana konscpsi Hak-hak Politik dan Hukum dalam pemikiran Nasr
disatu sisi scrta UUD 1945 disisi yang lain?

2. Theoretical Construction apa yang dipakai Nasr dalam merumuskan
konscp Hak-hak politik dan hukum tersebut?

3. Bagaimana relevansi pemikifan Nasr tentang Hak-hak politik dan hukum

dengan UUD 1945 pasca amandemen?
C. Tujuan Dan Kcgunaan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pemikiran Sayyed
Hossein Nasi scbagai suatu wilayah kajian [Fikh Siyasah kemudian melihat
rclevansinya dengan UUD 1945 pasca amandemen dalam tema besar Hak Asasi
Manusia dengan terfokus pada hak politik daﬁ hukum, melihat adakah relevansi
pemikiran Nasr bagi pemaknaan Hak politik dan hukum tersebut dalam
ketatanegéraan di Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia
(UUD 1945 pasca amandemen) ditengah tarik menarik berbagai kepentingan yang -

kadangkala mengatasnamakan agama Islam (diantaranya formalisasi Syariat Islam



dalam konstitusi dengan mengembalikan Piagam Jakarta seutuhnya), tentunya
dengan tidak bermaksud menyederhanakan seorang Nasr merepresentasikan suara

umat fslam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan
pemikiran, bagi civitas akademik, aktivis HAM, politisi, partai politik, legislatif di
Senayan, intelcktual Muslim maupun Non Muslim dan masyarakat umumnya
tentang scbuah perspektil, pemikiran, interpretasi Sayyed Hosscin Nasr tentang
Hak-hak polilik‘ dan hukum. Kedua, mengubah citra, stercotipc di masyarakat
intcrnasional bahwa Islam adalah agama yang dchumanis, tidak menghargai Hak
Asasi Manusia serta sentimen negatif lainnya serta menyampaikan pesan kepada
dunia bahwa bangsa Indoncsia dan umat Islam adalah pengawal demokrasi dan

Hak Asasi Manusia yang scjati.
D. Telaah Pustaka

Ada tiga hal yang penulis jadikan scbagai starting poin dan basis
telaah pustaka dalam penulisan ini. Pertama, penclitian atau penulisan mengenai
pemikiran Sayyed Hossein Nasr. Kedua, penelitian atau penulisan terkait Hak
Asasi Manusia dan ketiga, penclitian mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD
1945. .Banyak sekali-buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis hingga disertasi
yang mengangkat tema HAM secara umum. Diantaranya Conceplts 1-1umanv Rigths
karya Mfchael Freeman, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Beruba/z karya
Antonio Casse, Al Qur’an dan Hak Asasi Manusia karya Baharudin Lopa dan

scbagainya, sementara skripsi yang membahas tema tersebut diantaranya Islam



Dan Hak Asasi Manusia karya Alfi Nur Endarto, Hak Asasi Manusia Dalam
Perspektif Islam, Studi Perbandingan antara Al Maududi dan An Na’im dalam
Merespon Deklarasi Universal HAM karya Nanang Kosim. Sedangkan terkait
dengan penelitian terhadap pemikiran Sayyed Hossein Nasr, ada beberapa
penclitian yang sudah dibukukan yaitu Telaah Atas Signifikansi Konsep
Tradisionalisme Islam Sayyed Hossein Nasr karya Ali Maksum yang lebih fokus
pada aspck Tasawulnya, Tradisionalisme Nasr: Eksposisi dan Refleksi karya
Azyumardi Azra, yang terkonsentrasi pada scgi filsafat agamanya. Sementara itu
skripsi yang mengangkat pemikiran Nasr adalah Neosufisme: Rekonstruksi
Sufisme, Translokasi Kajian Teosentris Menuju Humanis Karya I\jajid Jauhar yang
Jjuga lebih condong pada aspck Tasawuf dan Sosiologi Agama. Scdangkan terkait
penclitian maupun penulisan tentang HAM dalam UUD 1945, diantaranya Hak
Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila karya GLlnawan Setiardji.
Sementara skripsi yang mengusung tema tersebut diantaranya Hak Asasi Manusia
dalam UUD 1945 dan UUD Malaysia Perspektif Islam karya Ariel Hidayat. Olch
karcna itu penulis berpendapat bahwa penclitian dan penulisan tentang Relevansi
pemikiran Nasr tentang HAM dengan UUD 11945 pasca amandemen belum

pernah dilakukan sepengetahuan penulis.



E. Kerangka Teoritik

Hak sccara ectimologi mengandung pengertian yang banyak dan
bermacam-macam, akan tetapi semuanya mengacu kepada arti ketetapan dan
kepastian, seperti milik, bagian, keadilan, kewenangan, kebenaran, dan lain-lain.'?
Hak asasi Manusia pada awalnya merupakan tcrjemahan dari kata droits de
I’homme (Prancis), yang terjemahan harfiahnya ialah hak-hak manusia.'’. Di
Indonesia, biasanya digunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang
melckat pada martabat manusia yang melekat padanya scbagai insan ciptaan Allah
YME. Atau hak-hak dasar yang prinsip scbagai anugerah Ilahi. Berarti Hak Asasi
Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak
bisa dipisahkan dari hakckatnya. Oleh karcna demikian, maka hak asasi manusia
itu bersifat luhur dan suci."?

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan scbagai
hak dasar atau hak pokok scperti hak hidup dan hak mendapatkan pcrlindungan.”
Sementara itu istilah hak dalam pengertian kamus hukum, diartikan scbagai

kekuasaan atau wewenang yang dimiliki olch sescorang untuk mendapatkan atau

WAbdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islany Jilid 2, (Jakartaz-Iehtiar Baru van Iocve,
1997), him. 492,

" yaitu suatu hak-hak manusia dan warga negara yang dikcluar rkan di Perancis dalam
tahun 1789 sewaktu berlangsung revolusi negeri itu. Pernyataan ini digunakan pula oleh PBB yang
di dalam Bahasa Inggrisnya discbut pada mulanya dengan istilah Fundamental Human Rights
sam Istitah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de’l homme
(Perancis) yang berarti Tlak-hak Asasi Manusia, atau disebul /uman Rights (Inggris), Mensclijke
Rechten (Belanda).

2)CT, Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), him. 7-8.

Bnamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta: Tim  Penyusun Kamus  Departemen
Pendidikan Dan Kcbudayaan R.1, 1988), him. 292,
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berbuat sesuatu.' Schingga pada hakekatnya Hak Asasi Manusia bukan hanya
sebatas kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik saja, atau kebebasan hati
nurani, kebebasan berpikir dan berpendapat saja, soal keamanan nyawa manusia,
akan tctapi juga soal kelangsungan hidup dan martabat manusia. Dengan
demikian Hak Asasi Manusia mencakup Hak-hak Asasi yang fundamental untuk
memperolch makanan, tempat berteduh dan hal-hal lain yang penting bagi
kehidupan spiritual, intclcktual dan budaya.'

Ide-ide Hak Asasi Mahusia muncul pada abad ke-17 dan ke-18,
sebagai rcaksi terhadap keabsolutan Raja dan Kaum Feodal di zaman itu terhadap
rakyat yang mérdeka perintah atau manusia yang mercka pekerjakan sebagai
lapisan bawah.'® Namun, s4cbcnarnya jauh scbelum abad ke-17 dan ke-18, telah
dikenal berbagai aturan yang mengatur tentang llak Asasi Manusia. Dalam Kode
Hukum Hammurabi, Raja Babylon-ia (abad ke-18 SM), misalnya, ada indikasi
yang membenarkan bahwa dalam masyarakat manusia di dunia Barat telah mulai
tumbuh kcsadaran akan martabat dan harkat dirinya schingga Kode Hukum
Hammurabi scngaja diundangkan untuk memberantas kecongkakan sebagian

manusia atas scsamanya danmembawa kcadilan bagi scluruh masyarakat.'”

" JCT, Simorangkir, dkks Kamus,; him. 60.

' Peter Davies, IHak-11ak Asasi Manusia,Sebuah Bunga Rampai, Tcrj.A. Rahman
Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indoncsia, 1994), him.193.

'* Abdul Azis Dahlan, Knsiklopedi., him. 495.

"7 ibid, him. 495. Scdangkan pada zaman Yunani kuno, Plato (42-374 SM) tclah
memakiumkan kepada warganya, bahwa kescjahteraan bersama baru tercapai kalau sctiap
warganya mclaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristotcles (384-322 SM)
scringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya buhwa negara yang baik adalah negara
yang scring memperhatikan kepentingan dan kescjahteraan masyarakat banyak.'” Dalam akar
budaya masyarakat Indoncsia pun, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat
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Sctelah dunia diguncang Perang Dunia I dan II yang dahsyat,.pihak—
pihak yang bertikai mulai menyadari akan pentingnya perdamaian dunia, maka
dibentuklah LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang kemudian menjadi PBB (Persatuan
Bangsa-Bangsa). Akhirnya melalui badan inilah tanggal 10 Desember 1948
diumumbkan Universal Declaration of Human Rights (UDIIR).

Sccara tradisional hak-hak ini dikelompokkan kedalam 3 kategori,
yang paralel dengan Revolusi Perancis dan semboyannya yaitu kebebasan,
persamaan dan persaudaraan. Apa yang disebut hak-hak gencrasi kedua mencakup
hak-hak ckonomi, sosial dan budaya. Hak;hak generasi ketiga adalah hak-hak
solidaritas untuk perdamaian, perkembangan, lingkungan yang schat, warisan
bersama umat manusia dan bantuan kemanusiaan.'®  Ada pula pembagian HAM
ini didasarkan pada kewargancgaraan sehingga ada hak-hak yang hanya dimi'liki
oleh wargancgara dari ncgara yang bersangkutan (Hak Warganegara) serta hak-
hak yang pada dasarnya dimiliki semua yang berdomisili di negara yang
bersangkutan. '” Kemudian, dalam perkembangannya, konsep dasar HAM dibagi
kedalam tiga katcgori yaitu hak politik dan hukum, hak ckonomi, sosial dan

budaya serta hak atas pembangunan®’ Sehingga berdasarkan pemetaan ini, hak

manusia sudah mulai berkembang.Misalnya, dalam: masyarakat Jawa Kuna telah dikenal istilah
Hak Pope, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati olch penguasa setempat, seperti hak
mengemukakan pendapat, walaupun hak  tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa).’”
Latar belakang historis 11AM juga terdapat dalam ide atau gagasan perjanjian lama, bahwa
kchidupan bersama berdasarkan hukum dan keadilan seperti dalam kitab keluaran 23:6; Janganlah
cngkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya

David P. Forysthe, Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, Terj., (Bandung: Angkasa,
1993), him. 7.

"Gunawan Sctiardja, Hak., him. 76.

2 Ibid., him. 76-77.
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poliiik dan hukum merupakan hak warganegara juga merupakan hak generasi
kedua. Didalam UDHR hak politik dan hukum ini meliputi persamaan dan
perlindungan hukum, berhak untuk tidak ditangkap secara séwenang-wenang,
kebecbasan berpendapat, mencari  suaka, kewargancgaraan, | berasosiasi,

berorganisasi, berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya.?’

Menurut Michael Freeman, teori Hak Asasi Manusia terdiri dari
beberapa wilayah fungsional, diantaranya untuk menjelaskan pengertian konscp,
aplikasi, substansi, rcalasi dengan kewajiban, kepada siapa kewajiban diberikan,
hubungannya dengan |_1ilai—nilai yang lain, dan scbagainya.?  11AM adalah suatu
hak yang luar biasa penting, dirancang untuk melindungi keabsahan moral dan
kepentingan dasar manusia, dari penyalahgunaan kckuasaan politik. ak Asasi
Manusia pada mulanya merupakan produk mazhab hukum kodrati, muncul dalam
abad pertengahan bersamaan dengan {ulisan para filsuf pertama (Kristiani,
dianlarzﬁya St.Thomas Aquinas. Pandangan Thomistik mengenai hukuh kbdrati
ini mempostulatkan bahwa hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan

yang sempurna yang dapat dikctahui melalui penggunaan nalar manusia, sehingga

2 Sclengkapnya lihat dalam UDHR, khususnya pasal 7,9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21. '

) * Michael Freeman, /Human Rigths An Interdiciplinary Approach, (Malden, USA:
Blackwell Publishers Inc., 1988), him.60 Dalam perkembangannya, Hugo De Groot (Grotius)
yang juga dikenal scbagai Bapak Mukum Internasional telah mengubah landasan Hukum Kodrati
yang tadinya teistik menjadi sckuler. Dalam Jure Belli Ac Pacis, dia berargumentasi bahwa
eksistensi hukum positif dapat dirasionalkan diatas landasan yang non empiris dengan menclaah
aksioma ilmu ukur, implikasinya, scmua permasalahan dapat diketahui dengan nalar yang benar
dan kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Akhirnya, sclama abad 17, pandangan ini berubah
menjadi Teori Hak Kodrati, John Locke salah satunya mengemukakan semua individu dikaruniai
olch alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta milik mercka sendiri dan tidak
dapat dipindahkan dan dicabut ncgara.
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setiap orang adalah individu yang otonom.** Kemudian pengaruh ini sampai pada

Jean Jacques Rousscau hingga Immanucl Kant.*,

Scjak abad 19, teori Hak Kodrati tidak lagi di “hormati” orang, teori
ini tidak dapat ditclaah kebenarannya secara ilmiah, hak-hak kodrati tidak
mungkin ada sccara objcktif. Jeremy Bentham, Filsuf Utilitarian menyatakan
bahwa hak merupakan anak hukum, dari hukum riil yang relevan saat ini,

kemudian muncullah aliran baru yang discbut positivisme atau utilitarianime.
1. Positivisme (positivisme)

Berbeda dengan teoritikus Hﬁukum Kodrati yang mengatakan hak
berasal dari Tuhan, serta nalar dan pengandaian yang apriori, kaum positivis
berpendapat bahwa cksistensi hak dan pemilik kaum lainnya diturunkan dari
hukum negara. David Hume, scbagaimana ultilitarians lainnya, Jeremy
Bentham kemudian diperjelas John Austin yang bagi mereka, positivisme
tidak menempatkan kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan negara,
dan bahwa individu hanya menikamati hak-hak yang diberikan ncgara, satu-

satunya-hukum yang shahih adalah perintah dari yang berdaulat.”

2. Anti-Utilitarianisme

2 Scott deidson, lak-hak Asasi Manusia, Terj. A.Handayana P, (Jakarta: Grafiti, 1994),
him.36.

2 1bid., him.37-38.

3 Ibid., him.42.



Kritik terbesar terhadap anti utilitarianisme hanya memprioritaskan
kesejahteraan mayoritas, minoritas atau individu tidak dihiraukan. Penganut
teori ini adalah Dwokin, Nozick dan Rwals. Rwals dalam theory of justice
berargumentasi bahwa keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak,
kewajiban, manfaat, beban diantara individu-individu dalam masyarakat.
Berbeda dengan utilitarian, menurutnya sctiap orang memiliki kekebalan
atas hak-hak-haknya dan kescjahteraan masyarakat sekalipun tidak dapat

menghapus kekebalan ini.?
3. Realisme Hukum

Mcnurut penganut teori ini, seperti Mc Douglas, Swell dan Chen,
tuntutan pemenuhan HAM itu berasal dari nilai-nilai internasional yang luas
dasarnya. Nilai-nilai ini dimanifestasikan oleh tuntutan yang berkaitan
dengan kebutuhan sosial. Tujuan mercka adalah untuk mengungkapkan apa
yang dilakukan olch hukum, bukan apa hukum itu. Mereka tidak
mempunyai (cori umum tentang HAM, mercka menganggap HAM scbagai
produk akhir | diantara proses’ interaksi, diantara kebijakan, hukum dan

lembaga-iecmbaga hukum.”
4. Marxisme

Mcnurut Marx, hak jelas merupakan konsep borjuis, dan produk dari

masyarakat kapitalis borjuis yang dirancang untuk memperkuat dan

2% Ibid., hlm.48.

2 Ibid., him.50.



mempertahankan posisi kelas penguasa yang lebih ungghl. Bagi Marxis,
hakckat individu adalah makhiuk sosial, dalam m‘cn'u:nul.li kebutuhan
dimana alat produksi dikuasai borjuis, scrta teralicnasinya kelas buruh. Hak-
hak tersebut tidak dapat dicapai. Untuk itu diperfukan revolusi dimana

rakyat benar-benar menjadi komunis:
5. Islam

Sementara dalam  perspektif Islam, diskursus mengenai konsep
HHAM, sceara historis scbenarnya telah dimulai cnam ratus tahun sebelum
Magna Cartu lahir*®. Al-Quetan scbagai perkataan Tuhan (Kalam Alah)
tclafh menggariskan  mengenai konsep persamaan  dan kebebasan  jauh
scbetun UDHR dideklarasikan, Bahkan Baharudin Loppa, menjabarkan
Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an kedalam lima bclas macam HAM.2

Firman Allah SW'I:
Jili g Lgnds aSlilea g (il g 83 ga pSUEIS U el Lty
30 jea ade Al of) aSEE ) s a8 S ) )8l

Ayat terscbut menjelaskan kepada kita bahwa scmua manusia sama

dan .scderajat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, jenis kelamin dan

"2 Abul A'la Al Maududi, Hak Asasi 1\//(1111).9if1 Dalam Islam, alih bahasa: Achmad Nashir

Budiman (Bandung: l’qncrbil Pustaka, 1985), hlm. 6.

' Selengkapnya lihat Baharudin Loppa, AlL-Qur'an dun Hak-hak  Asasi Manusia,

hm.32-118.

M Al-Hujurit (49) @ 13,



sebagainya, inilah salah satu pengakuan Islam akan asas dasar HAM.

Scbagian besar cendikiawan Muslim membagi Hak Asasi Manusia dalam

Islam kedalam dua kategori, yaitu Hugqug Alluh dan Hugquq Al [bad.

Hugquq Allah (Hak-hak Allah) adalah hak dan kewajiban manusia terhadap

Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah scdangkan Hugquqg Al-

Ibud (hak-hak hamba) adalah hak dan kewajiban manusia terhadap makhluk

lainnya. Dalam [fuqquq Al-Ibad hak manusia dapat dilihat dalam dua

kategori; pertama, HAM yang eksistensinya dapat secara langsung
dilaksanakan olch ncgara (hak legal), kedua, HAM yang keberadaannya
tidak sccara langsung dilaksanakan oleh negara (hak moral)’'. Schingga
dalam perspektif Islam Hak Asasi Manusia terbatas pada orang lain.
Berbeda dengan Barat-Sckuler yang membagi hak berdasarkan
klasifikasi antroposentris tersebut, Islam mempunyai klasifikasi yang
scimbang antara ‘T'coscntris dan Antroposentris, dalam Ensiklopedi Hukum

Islam, hak pada dasarnya dibagi menjadi empat yaitu .

1. Hak Allah SWT murni, ialah scsuatu yang dimaksudkan untuk
mendekatkan 7diri 1 kepada Allaﬁ SWT, 'mengagungkan-Nya, dan
menegakkan syiar agama-Nya tanpa kekhususan pada orang tertentu.

2. Hak manusia, yaitu suatu hak yang dimaksudkan untuk memelihara
kemaslahatan dan kepentingan perorangan, baik yang bersifat umum

maupun khusus.

31 Shalahudin Hamid, /lak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Amisco,
2000), him.12.

42 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam Jilid 2, (Jakarta: lchtiar Baru van ilocve,
1997), him. 492.



Hak yéng didalamnya tcrgabung hak /\Ilah SWT dan hak manusia,
namun Hak Allah SWT lebih dominan. Misalnya ialah idah perempuan
yang diceraikan. Didalamnya terdapat hak Allah SWT yang berbentuk
kepentingan dan kemaslahatan umum, yaitu memelihara nasab
(kcturunan) sccara Qmum dari percampuran. Sedangkan hak manusia
yang ada didalamnya ialah pemcliharaan kemurnian anak mantan suami
éccara khusus dari percampuran dengan nasab orang lain jika mantan
istri kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa idahnya. Hak Allah
SWT dalam hal ini Icbih dominan, karcna pemeliharaan nasab sccara
umum bcrkailan langsung dengan persoalan sosial, tatanan dan

ketertibannya.>
a

Hak yang didalamnya tcrgabung ha" Allah SWT dan hak manusia,
namun hak manusia lebih dominan. Hukumnya pun sama dengan hak
manusia murni. ‘Misalnya adalah g¢ishas (pembunuhan) terhadap
pembunuh dalam pembunuhan sengaja dan lalim. Mcemandang adanya
kemaslahatan umum dalam gishas, yaitu memelihara darah, menjaga
keamanan dan memperkecil tindak pidana dan kcjahatan, maka gishas
merupakan hak Allah SWT. Sebagai hak manusia, gishas mewujudkan
kemaslahatan wali orang yang terbunuh, menyembuhkan sakit hatinya,

serta memadamkan api kemarahan dan dendamnya tcrhadap pembunuh.

P Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi., him 494.
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Syariat Islam meinandang aspek ini lebih berat schingga hak manusia
dianggap lcbih dominan dari hak Allah swt.*

Syekh Syaukat Hussain membagi Hak AsasiaManusia kedalam
dua bagian yaitu :

e Hak Asasi Manusia Dasar yang diletakkan olch Islam bagi sescorang
sebagai manusia.

e HHak Asasi Manusia yang dianugcrahkan olch Islam kepada kelompok
rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lain
yang mercka miliki. Hak-hak khusus bagi kelompok non Muslim, wanita,
buruh (pekerja) anak-anak dan lainnya merupakan beberapa contoh dari
kategori hak ini.”

Sedangkan menurut Hasbi Assidigie yang lebih spesifik dalam
nwngklasiﬁkasikam HAM, tcrdapat lima macam Hak Asasi dalam Islam,
‘yaitu ; hak hidup dan keselamatan diri scrta hak perlindungan diri, hak
kehormatan dan harta hak merdeka beragama dan menganut sesuatu paham,
hak milik dan fungsi sosialnya, hak memilih pekerjaan yang scsuai bagi
kemanusiaan serta hak kemerdekaan berpikir mengeluarkan pendapat dan
memperoleh pengajaran dan pendidikan. -

Secara lebih populis kiasifikasi hak mungkin lebih tepat kepada

hak manusia dan hak Allah. Mcﬁurut Abul A’la Maududi Hukum Islam

M Ibid., hlm 494.

5 Syckh Syaukat Hussain, /lak Asasi Manusia Dalam Islam, terj. Abdul Rohim,cet |,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 59.

¥ A. Syafi’l Maarif, Islam dan Musalah Kenegaraan, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka LIP3ES,
1996), him. 168-173.
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membagi ecmpat macam hak atas manusia, yaitu hak Tuhan, hak atas dirinya
sendiri, hak terhadap orang lain dan hak atas scsualu yang dibecrikan
Tuhan.”’

Hak Asasi Manusia dalam Islam harus tetap berada dibawah
hukum yang diwahyukan, artinya otonomi pribadi scscorang merupakén
sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karenanya pemenuhan hak
individu dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah, scbagaimana

firman-Nya:
el y it laa g slimay S5 (Dhea o B
3% ppalisad) o Ul el by gl Sy

Thabathaba’i menambahkan scsuatu yang harus kita kerjakan
dinamakan hak. Jika dikaitkan dengan orang yang memperoleh manfaat
darinya, dan discbut kewajiban atau tanggung jawab jika dikaitkan dengan
orang yang harus mclaksanakannya. Scbagai contoh, jika seseorang
melakukan suatu bpckcrjaan untuk orang lain dengan upah, maka membayar
upah-terscbut adalah kewajiban: orang yang mempekerjakan (majikan)

sedang mempcerolch upah adalah hak pckerja (buruh).3 2

Dalam Deklarasi Kairo tanggal 5 Agustus 1990, sepertinya OKI

(Organisasi Konferensi Islam) sebagai wadah negara Muslim menctapkan

37 Abul A’la Maududi, Menuju Pengertian Islam, Alih Bahasa: Amiruddin Djamil,
(Bandung: Julita, 1967), him. 114).

B ALARAmM (6): 162-163

39 Thabathaba’i, fnilah Islam., him. 173.
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pencgakan dan perlindungan HAM (25 pasal) yang isinya tidak iauh dari
UDHR dimana prinsip pcrsamaan dan kebebasan merupakan prinsip utama.
Akan tetapi ciri mendasar dari konsep Hak Asasi Manusna menurut
perspektif Islam sebagaimana penulis ungkapkan di awal bagian penclitian
ini adalah bahwa prinsip dasar HAM tersebut harus §csuai dengan Al-Qur'an
dan Al-Hadist (dibimbing wahyu). Hal tersebut juga ditegaskan oleh
Baharudin Loppa bahwa HAM pada hakckatnya terdiri atas dua hak dasar
yang paliﬁg fundamental, yaitu Hak Persamaan dan Kebebasan.*

Terkait hak politik dan hukum, didalam Islam, sctiap keputusan
yang menyangkut kepentingan  bersama harus diambil dengan jalan
musyawarah. Termasuk  didalamnya  perihal pengangkatan  scorang
pemimpin. Kehendak rakyat atau anggota masyarakat hendaklah dijadikan
dasar bagi kckuasaan pemerintahan. Sedangkan mengenai Pasal 21 UDHR
yaitu “sctiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
menjabat jabatan pcmerintahan negaranya”, didalam Islam, hak terscbut
harus diimbangi dengan kemampuan (capability) dan  kepercayaan
(credibility) - seperti kemampuan fisik da_n ilmu pengctahuan. Islam tidak
membenarkan pemberian suatu jabatan kepada yang bukan ahlinya. Scbab,
menycrahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya berarti menunda saat
datangnya kiamat (kcbinasaan). Didalam musyawarah untuk mengambil

suatu keputusan hendaklah dilakukan sccara jujur dan adil scrta

 Baharudin Loppa, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PT.Dana
Bhakti Prima Yasa,1996), him.1.
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menghindari praktik—.praktik curang®' Pada zaman Rasulullah SAW dan
khulafaurrasyidin, kebebasan berpikir dan berpendapat ini sudah dijalankan
dalam menghadapi berbagai masalah kchidupan, mulai dari masalah
keluarga hingga masalah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain
Rasulullah SAW mencrapkan prinsip demokrasi dimana manusia dalam
bertindak dan berbuat tidak berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi selalu
dimusyawarahkan dengan pendapat orang lain sehingga setiap kebijakan

yang diambil mencerminkan pendapat bersama atau suara terbanyak.*?

F. Mectode Penclitian
1. Jenis Dan Sifat penclitian

Penclitian  ini termasuk  jenis  penclitian studi pustaka  dan
pemikiran, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber

datanya.”” Scdangkan sifat penclitian ini adalah deskriptif-analitik™ scrta

' Ahmad Kosasihy /1AM Dalam perspektif Islam, Salemba Diniyah; cet 1, Jakarta, 2003,
him. 54 |

2 Baharuddin Loppa, Al Quran dan 1ak Asasi Manusia, (Y ogyakarta: 1”1 Dana Bhakti
Prima Yasa, 1996), hin. 45.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1990), him.9.

4 Metode terscbut merupakan suatu metode yang mendiskripsikan objck-objek, kasus
situasi, untuk menjadi suatu narasi dengan menguraikan sccara teratur masalah atau peristiwa yang
dilanjutkan dengan interpretasi terhadap data ilmiah. Noeng Muhajir menggariskan bahwa studi
pustaka merupakan rentangan dari studi teks selain studi tentang Karya Sastra. Menurutnya, studi
lcks dalam makna studi pustaka sctidaknya dapat dibedakan pertama, studi pustaka yang
memerlukan olahan uji kehermaknaan empiri di lapangan, dan kedua studi pustaka yang Iebih
memerlukan olahan fitosofik dan teoriti daripada empiri. Studi pustaka yang pertama mempunyai
kegunaan untuk membangun konsep teoritik yang pada waktunya memerlukan uji kebermaknaan
cmpirik di lapangan. Adapun Studi Pustaka dalam makna kedua yaitu studi disiplin ilmu
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eksploratif. Dengan metode tersebut, penulis bermaksud mendiskripsikan
konscp, pengertian Hak Asasi Manusia terutama hak politik dan hukum,
kemudian juga mendeskripsikan dan mengeksplorasi  konsep Hak Asasi
Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 agar menjadi suatu
narasi dengan menguraikan sccara teratur variabel-variabelnya dilanjutkan
dengan analisa, yaitu mensintesiskan dua kutub konsep Hak politik dan
hukum mcnrurut Sayyed Hossein Nasr dan UUD 1945 tersebut yang
tentunya juga memerlukan olahan ﬁ.losoﬁs dan teoritik scbagai kebenaran

ilmiah.
2. Pengumpulan Data

Mengingat jenis  penclitian  ini adalah  studi pustaka maka
digunékan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data, melalui bahan-
bahan tertulis, terutama berupa arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat,
teori yang berhubungan dengan konsep Hak Asasi Manusia secara umum
dan khususnya hak politik dan hukum, pcmikiran Nasr baik yang ditulis
sendiri maupun, orang cain baik cyang provokatif lnau;;un kontradiktif,
sehingga dapat memperkuat basis pengumpulan data itu sendiri. Penulis

Juga menggunakakan tcknik eklektistik,” yaitu menggunakan banyak tcknik

kemanusiaan mdmang hampir scluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan
terkait pada nilai/values, tetapi diperlukan keterkaitannya dalam empiri yaitu perlu teruji evidensi
cmpirinya.Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarla: Rake Sarasin, 1989),
hlm.296.
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pengumpulan data untuk kemudian melakukan uji silang atas data. ** Untuk
data primernya penulis menggunakan karya dan pemikiran Nasr terutama
The Heart of Islum serta UUD 1945 pasca amandemen. Kemudian untuk
data sekundernya adalah jurnal, penelitian yang relevan, buku-buku dan
karya Nasr yang lain serta buku tentang Hak Asasi Mz_lnusia, pemikiran Nasr

yang ditulis orang lain, Hukum Tata Negara scrta Figh Siyasah.
3. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistemalis tatanan hasil observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti
tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang

% Ada beberapa metode analisa data yang digunakan dalam penelitian

lain.
ini, yaitu Discource Analisis (Analisis Wacana), deskriptif-deduktif serta
kritis-historis. Dengan Analisis = Wacana, penulis mencoba menclaah
pemikiran Nasr tentang HAM yang kemudian disintesiskan dengan konteks
kctatancgaraan di Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen). Dengan
metode deduktif; penulis berangkat dari premis mayor atau hal-hal umum
menuju khusﬁs berangkat dari kesimpulan tentang konsep IHak-hak politik
dan hukum sccara umum yang distandardisasi oleh Declaration Universal

13

Of Human Rights kemudian dilandingkan dalam “pembacaan “ melalui

pemikiran Sayed Hosscin Nasr terhadap UUD. 1945 pasca amadmen.

s Nocng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), him.

4 fbid hlm.142.
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Sedangkan mctode deskriptif yang biasa discbut Penelitian Taksonomik®
dimaksudkan untuk cksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena
atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang
berkenaan dengan masalah hak politik dan hukum tanpa harus melakukan
pengujian hipotesis namun sckaligus normatil. Sedangkan dengan metode
kritis-historis penulis memfokuskan penelitian ini pada tinje{uan Hak Asasi
Manusia khususnya di bidang politik dan hukum sccara historis dengan

memberikan analisa kritis tcrhadap bangunan kesejarahannya.
4. Pendekatan

Pendckatan  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah
pendekatan  sosio-historis, yaitu pendckatan yang digunakall untuk
mengetahui latar belakang sosio-kultural-politik seorang tokoh, karena
pemikiran scorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya®®
Berdasarkan teori Ali Syari’ati dalam menelaah pribadi besar digunakan dua
cara; pertama, mengenal pikiran dan ide-idenya yang tercermin -dalam tiap
tulisannya, ‘ceramahnya ‘dan’ sebagainya. Kedua, dengan cara mengenal
kchidupannya dan mencmukan latar belakang Kkeluarga, guru-gurunya,
perjalanan hidupnya, Kegagalan dan kcsukscsannya.“ Scnada dengan teori

tersebut, Karl Mannhcim juga menggariskan konsep Sosiologi Pengetahuan

47Szinupiuh aisal, IF'ormat Penelitian Sosial, (Jukarta: Rajawali Press, 1992), him. 20.

“®Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian Hahi Press, 1998), him.105.

49 Ali Syariati, Islam Agama Protes, alih bahasa: Satria Pandita, (Jakarta: Hidayat, 1993),
him.83.



26

dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, bagaimana latar belakang

historisnya scrta mileu sosial yang turut mengkonstruksi pola berpikirnya.*

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penclitian ini dibagi kedalam beberapa bab antara lain: Bab
pertama  mcerupakan Pendahuluan yang terkait dengan masalah teknis penulisan
yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan
Penclitian, Tujuan Penclitian, Kerangka Teori hingga Mctode Penclitiannya.
Kemudian Bab kedua berbicara tentang Scjarah Perumusan Hak Politik dan
Hukum dalam UUD 1945 dari awal hingga scsudah amandemen Sclanjutnya Bab
Tiga mcngclabolrasi dan mendiskripsikan bagaimana pemikiran Sayyed Hossein
Nasr tentang HAM khususnya hak politik dan hukum, kemudian Bab Lmpat
merupakan inti dari penulisan ini, dalam bab ini penulis akan menelaah relevansi
pemikiran dan pandangan Nasr tentang hak politik dan hukum dengan UUD 1945
Pasca Amandemen, discrtai biografinya, Theoritical Construction yang menjadi
basis pemikirannya tentang HAM. Selanjutnya ditutup dengan Bab Lima, yang

berisi yang berisi kesimpulan dan saran.

% Konsep Sosiologi  Pengetahuan merupakan konsep Karl Mannhcim, Sosiologi
Pengetahuan merupakan cabang termuda dari sosiologi yang berusaha menganalisis kaitan antara
pengetahuan dan cksistensi. Karl Mannhcim, Ideologi Dan Ulopm, cel. Ke-1, alih bahsa FB.
[Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), him.xiv.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sifat universal Hak Asasi Manusia yang ditawarkan Barat selama ini,
ternyata tidak selamanya aplikabel di semua peradaban dan disetiap
bangsa, terutama ketika dihadapkan pada dunia Islam dan ketimuran
(oriental) terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam merumuskan
Hak Asasi manusia. Sayyed Hossein Nasr yang merupakan sosok
pemikir Muslim abad ini dengan mendasarkan pada Hukum Islam
menawarkan sebuah konsepsi HAM yang berbeda dengan Barat, dan
ternyata jika kita berangkat dari pemikiran Nasr konsepsi HAM dalam
Hukum Islam sangat relevan dengan konsepsi HAM dalam UUD 1945
hingga (setelah  amandemeny) ini

2. Hak politik yang paling mendasar menurut Nasr sebagaimana
ditegaskan 'UUD 1945 adalah terbebas dari belenggu penjajahan,
sementara hak lainnya adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan,
berhak memilih dan dipilih, mendapatkan suaka politik dan sebagainya,
sementara hak hukum meliputi persamaan dan jaminan keadilan dalam

hukum proses-proses hukum.

123
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3. Hak politik dan hukum sebagaimana hak lainnya dalam Islam menurut
Nasr selalu berlandaskan wahyu (Al-Qur’an), bukan pemikiran
manusia, begitu juga UUD 1945 menggali muatan nilai-nilai hak
politik dan hukum dari nilai-nilai religi yang telah diianut Bangsa
Indonesia berabad-abad silam, bukan didasarkan pada pemikiran
manusia. Leebih tegas lagi, dalam pokok pikiran keempat [embukaan
UUD 11945, bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara filosofis
terdapat kesesuaian antara Filsafat Perennial yang merupakan
theoritical construction Nasr dengan Filsafat Pancasila yang menjadi
landasan ideal UUD 1945 (pasca amandemen), yang nantinya
berimplikasi pada konsepsinya tentang hak politik dan hukum harus
diletakkan dalam kerangka penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia yang luhur (perennis), tanggung jawab, batasan hak-hak orang
lain serta kewajiban manusia. Ahirnya, hak-hak seperti persamaan dan
kebebasan dalam politik dan hukum menurut Nasr sebagaimana UUD

1945 harus diletakkan dalam wadah nilai-nilai tersebut.
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Dalam era reformasi dan globalisasi yang penuh dengan
keterbukaan, hendaknya kita tetap berijak pada nilai-nilai perennial
sebagaimana ditegaskan Nasr dan UUD 1945 dalam memahami
dan melaksanakan hak-hak kita, artinya kita juga harus
mempertimbangkan aspek tanggung jawab, kewajiban asasi dan
hak-hak orang lain.

Umat Islam di Indonesia hendaknya menyadari, bahwa tanpa
formalisasi Negara Islampun, pada dasarnya konstitusi kita, UUD
1945 secara substansial sudah mencerminkan nilai-nilai keislaman.
Oleh karena itu pemaksaan terhadap pendirian Negara Islam untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan, menurut penulis tidak
diperlukan lagi.

Sifat Universalitas HAM hendaknya tidak dipahami sebagai
sesuatu yang jika diterapkan disetiap tempat adalah sama,
aplikabel, tetapi  kita ' juga ‘harus memperhatikan dimensi
kontekstualitasnya  seperti  budaya, nilai-nilai agama dan
sebagainya, oleh karena itu konsep HAM tidak harus sama dan

disamakan dengan model Barat.
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